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KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024

KEFALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARIMUN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang
mewajibkan setiap penyelenggara pelavanan publik, untuk
menyusun dan menetapkan Standar Pelayvanan dengan
memperhatikan kemampuan penvelenggara, kebutuhan
masvarakat, dan kondisi lingkungan;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan penvelenggaraan pelavanan
publik yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai
dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yvang baik, dan guna
mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagal pihak dalam
penyelenggaraan pelavanan,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Sosial Kabupaten Karimun tentang Standar Pelayanan di
lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2024

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Datam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902), yang telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabuparen Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, RKabupaten hkuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 107, Tambhahan Lembaran Negara Repuplik
Indonesia Nomor 48890);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038}

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomar 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679}



Menetapkan

KESATU

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang
Pelavanan Publik ({Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Repubhlk
Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114);

E'.I'I

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 613);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3] sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan
kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023
Nomor 5);

8. Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 tentang

Susunan Orgamsasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 98],
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun
Nomor 77 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uralan

Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun
Tahun 2023 Nomor 77).

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL TENTANG STANDAR

PELAYANAN D} LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2024,

Penetapan Standar Pelavanan pada Unit Organisasi Kerja pelayanan
di lingkungan Dimnas Sosial Kabupaten Karimun merupakan
implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial
Kabupaten Karnmun, vang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi,
dan pembinaan termasuk kategori pelayanan langsung vang
meliput :

a. Layanan Rekomendasi Kartu BPJS PBI-JK Non Aktif,

sebapnimana Lampiran [;

b. Layanan Penanganan Bencana Alam/Sosial, sebagaimana
Lampiran [I;

¢. Lavanan Penvaluran Bantuan Logistik Korban Bencana
Alam [Sosial, sebagaimana Lampiran [I1;

d. Lavanan Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum,
aehagaimana Lampiran IV

e. Layanan Pendampingan Rekomendasi Permohonan  lzin
Pengangkatan Anak. sebagaimana Lampiran V;

f Lavanan Rekomendasi Penyvandang Disabilitas Mental (Orang
Dengan Gangguan Jiwa), scbagaimana pada Lampiran VI,



KEDUA

KETIGA

Layanan Surat Keterangan dan Pelayanan Orang Terlantar,
scbagaimana pada Lampiran VII;

Layanan Pengumpulan Uang atau Barang, sebagaimana pada
Lampiran VIII;

Layanan Undian Gratis Berhadiah, sebagaimana pada Lampiran
IX;

Lavanan Surat Keterangan Terdaftar LKS/Orsos, sebagaimana
pada Lampiran X;

Layanan Permchonan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial,
sebagaimana pada Lampiran XI;

Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk Penanganan
Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, sebagaimana pada
Lampiran XII.

Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Pasal 1,
menjadi tanggung jawab ;

a.
b.

Pimpinan Orpanisasi Perangkat Daerah.

Kepala Bidang Jaminan dan Perlindungan Sosial bersama Tim
Kerja Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam/Sosial untuk
Layanan Penanganan Bencana Alam/Sosial dan Layanan
Penyaluran Bantuan Logistik Korban Bencana Alam/Sosial.

kRepaia Bidang Rehabilitasi  Sosial Bersama Tim  Kena
Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia untuk Layanan
Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Layanan
Pendampingan Rekomendasi Permohonan lzin Pengangkatan
Anak.

kepala Bidang Rehabilitasi Sosial bersama Tim Kerja Rehabilitasi
Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial untuk Layanan
Rekomendasi Penyandang Disabilitas Mental {Orang Dengan
Gangguan Jiwa) dan Layanan Surat Keterangan dan Pelayanan
Orang Terlantar.

kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir
Miskin bersama Tim Kermja Pemberdayaan Sosial Lavanan
Pengumpulan Uang atau Barang, Lavanan Undian Gratis
Berhadiah, Layanan Surat Keterangan Terdaftar LK8/Orsos, dan
Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk Penanganan
Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penangunan Fakir
Miskin bersama Tim Kerja Penanganan Fakir Miskin Layanan
Permohonan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Lavanan
Rekomendasi Kartu BPJS PBI-JK Non Aktif.

Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan inmi, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran
kualitas dan kinerja pelayanan bagi penvelenggara, pelaksana,
masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penvelenggaraan
pelayanan publik.



KEEMPAT ¢ Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan untuk dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Balal Karimun
pada tanggal 15 Mei 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN

Pembina Utama Muda
NIP. 19640530 199103 1 005



LAMPIRAN | :

REPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUFPATEN KARIMUN

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN DI
LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024,

STANDAR PELAYANAN
REKOMENDAS] KARTU BPJS PEIJK NON AKTIF
KOMPONEN URAIAN
Dasar Hukum l. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 |
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun
2015 tentang Penerima Bantuan luran
Jaminan Keschatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun
2012 tentang Penerima Bantuan Juran
Jaminan Kesehatan:

4, Peraturan Menteri Sosial Nomor 146
Tahun 2013 tentang Penetapan Kriteria
dan pendataan Fakir Miskin dan Orang
Tidak Mampu;

3. Permensos Rl Nomor 21 tahun 2019
tentang Persyaratan dan Tata Cara
Perubahan Data Penerima Bantuan luran
Jaminan Kesehatan;

6. Keputusan Menteri Sosial 150/HUK /2022
tentang Tata cara proses usulan data serta
verifikasi dan validasi.

Persyaratan Pelayanan 1. Masyarakat yang BPJS PBI Nonaktif datang
langsung ke Dinas Sosial XKabupaten
Karimun di Komplek Perkantoran Pemda
Karimun Gedung Bukit Gading Lantai 2

2. Membawa kartu BPJIS asli dan fotocopy,
totocopy KTP dan KK mengisi buku tamu;

d. Harus terdaftar dalam DTKS akuf

4. Non aktif masih dalam kurun waktu 6

bulan sejak SK penonaktifan

1 2.3.4,5
- (Y
6

|. Peserta vang akan direaktivasi wajib
melaporkan kepada petugas pengisi data
desa /kelurahan vang memiliki akses
Aplika=s: SIKS-NG atau kepada Dhnas Sosial
- Kabupaten/Kota;
2.Dinas  Sosial  Kabupaten/Kota  wajib
melakukan verifikasi terhadap calon peserta
vang akan direaktivasi menjadi pescerta PBI-
JK;
| 3. Dinas  Sosial RKabupaten/Kota  wajib
menyampaikan usulan reaktivasi melalu

aplikasi SIK5-NG,

Sistem, Mekanisme dan
Prosedur




| 4. Dokumen usulan wajib disahkan dengan |

ditandatangani oleh Kepala Daerah ataul

Pejabat yvang berhak mewakili atas nama
KRepala Daerah;

5. Calon peserta vang telah disahkan, akan
diterima sebagai peserta PBI-JK sesuai
dengan kuota yang tersedia. Apabila kuota
tidak tersedia, maka wusulan data akan
dimasukkan dalam daftar tunggu usulan
hingza kouta tersedia;

6. Menteri Sosial menetapkan peserta PBI-JK.

4. | Jangka Waktu Penyelesaian | 30 (tiga puluh) hari {menyesuaikan penetapan
LT ||| P dar Kemensos)
5. | Biaya/Tarif | Tidak dipungut biaya ]
6. | Produk Pelayanan ‘1. Surat keterangan bahwa yang bersangkutan
masih terdata dalam DTKS
2. Print out Barcode, nama dan IDDTKS
Aoy T beserta jumlah dan nama ART
Sarana, Prasarana, 1. Ruang tamu ber-AC, meja dan kursi tamu
dan/atau Fasilitas 2. Komputer dan akses internet
3. Printer
4. Mesin fotocopy
&. | Kompetensi Pelaksana 1. SDM Yang memiliki kemampuan
berkomunikasi vang baik
2.8DM  yang memiliki kemampuan
pengoperasian computer dan aplikasi
9. | Pengawasan Internal Supervisi atasan lEI_.FlEtE_-I_{l_'I_E__ 3
10. | Penanganan Pt:ngaduan, 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat
Saran dan Masukan disampaikan secara tertulis melalui surat
yvang ditujukan kepada : Kepala Dinas
Sosial, Komplek Perkantoran  Bupati
karimun, Gedung Bukit Gading Ltll Jalan
Jenderal Sudirman - Poros, Tanjung Balai
Karimun Kepulauan Riau.
2. Menvampaikan pengaduan, saran, dan
masukan langsung via Telepon/Faksimile
OT7T7-7T360422 dan Email
dinsos_kab.karimung@yahoo.co.id |
11. | Jumlah Pelaksana Minimal 2orang i
12. | Jaminan Pelayvanan Rekomendasi berupa surat keterangan dapat |
di pertanggungjawabkan !
13. | Jaminan Keamanan dan Rekomendasi berupa surat ketemngan dijamin
Keselamatan Pelayanan keabsahannva _
14, | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Evaluasi penerapan standar pelayanan ini

dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun,
Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan
untuk menjaga dan meningkatkan kinerja
pelavanan.

KEPALA DINAS
KABUPATE [IMUN,

Dfs. MUHAMMAD TANG, M.M.
Pembina Utama Muda

NIP. 19640530 199103 1 005




LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KEFALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN DI
LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024.

STANDAR PELAYANAN

PENANGANAN BENCANA ALAM /[SOSIAL

NO.

KOMPONEN

URAIAN

L.

%

| Dasar Hukum

| Persyaratan Pelayanan

Sistem, Mekanisme dan
Prosedur

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012

. Peraturan Pemerintah RI NO.21 Tahun

. Permensos Nomor 129/HUK /2008 tentang

. Peraturan Menten Sosial Nomor 82 tentang

. Menerima Laporan dari

. Perangkat Desa/Kelurahan melakukan

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 |

tentang Organisasi kemasyarakatan;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

tentang Penanggulangan Bencana;

. Undang-Undang MNomor 11 Tahun 2000 |

tentang Kesejahteraan Sosial;
tentang konflik Sosial;

2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulan Bencana;

Standart Pelayanan Minimal Kesejahteraa
Sosial;

Taruna Siaga Bencana (TAGANA).
Informasi dan kenfirmasi tentang Kejadian

bencana dari masyarakat atau Instansi|
terkait.

Kronologis kejadian bencana disertai foto
dan jumlah terdampak (Jumlah Kepala |
Keluarga dan Jumlah Jiwaj.

G 5

Masvarakat/Instansi berkaitan Kejadian
Bencana Alam/Sosial;

peninjauan; |

. Menugaskan Taruna Siaga Hencana

(TAGANA) /Pelopor  untuk berkoordinasi
bersama Desa/Kelurahan dan
melaksanakan pendatasn dan Assesment
ditempat kejadian untuk menentukan
bencana tersebut termasuk dalam katagon
darurat atau non darurat, kemudan

meneruskan laporan ke Dinas Sosial;

. Melakukan Assesment terhadap laporan

bencana untuk menentukan bencana
tersebut termasuk dalam kategori darurat
atau non darurat;




| 5. Dinas Sosial menyusun daftar kebutuhan
Jjemis bantuan (Bantuan tenaga ataupun

bantuan barang).
6. Dinas  Sosial menyerahkan  bantuan
(Logistik| kepada Korban dan
mendokumentasikan sebagai laporan
L = kegiatan, _

4. |Jangka Waktu Penyelesaian | 3 x 24 Jam / 3 (Tiga) Hari =
5. | Biaya/Tarif Tidak dipunggut Biaya ]
6. | Produk Pelayanan Pemberian Bantuan Korban Bencana Alam |

; Sosial

7. | Barana, Prasarana, ' 1. Kendaraan Operasional

' | dan/atau Fasilitas 2. Komputer
3. Printer
4. Alat Tulis Kantor
5. Sarana Telekomunikasi
6. Radio HT
7. Dapur Umum
8. Shelter

) | 9. Mobil Rescue .

8. | Kompetensi Pelaksana 1. Mampu mengoperasikan kendaraan

operasional

2. Mampu mengoperasikan alat
telekomunikasi.

J. Mampu mengoperasikan computer

4. Mengetahui tugas dan fungsi |
penanggulangan bencana alam/sosial. |

> Mengetahui  tugas dan  fungsi  saat
penanganan  warga korban  bencana
alam/ sosial.

6. Mampu melakukan kesiapsiagaan
penanggulangan  bhencana  alam/sosial

- = . kepada korban bencana,

9. | Pengawasan Internal 1. Mendiskusikan lentang Penanganan
bencana alam |/ sosial dengan atasan
langsung  tentang bantuan vang akan
diberikan  kepada  masyarakat vang
mendapat musibah kejadian bencana.

2, Monitoring dan  evaluasi  Penanganan
. ; bencana alam / sosial,
10. | Penanganan Pengaduan, 1. Laporan atau Pengaduan tentang kejadian |
Saran dan Masukan bencana  alam  atau  sosial  dapat
disampaikan secara tertulis ke Dinas Sosial
Kabupaten Karimun dengan alamat

homplek Perkantoran Bupatt Karimun,
Cedung Bukit Gading Lt. Il. Jalan Jenderal
Sudirman-Poros, Tanjung Balai Karimun,
Kepulauan Riau 20631

2. Laporan atau Pengaduan tentang kejadian
bencana alam  atan  sosial dapat
disampaikan secara online melalui ;
Telepon /Faksimile 0777-7360422

Email .

dinsos_kab. kanmuni@yahoo.co.id

Faceboaok - Tagana Kabupaten
Karimun KEPRI

Whatsapp

-  Roordinator Tagana

Dedi Risdianto +62 852-6488-7733
- Seluruh Anggota Tagana Kah. Karimun




' 11. | Jumlah Pelaksana 'Maksimal 10 orang pada setiap kejadian |

| m— bencana.
12, Jaminan Pelayanan Penanganan Korban Bencana Alam /Sosial |
! dapar terelisai dengan cepat, tepat dan terarah |
13. Jaminan Keamanan dan Penanganan korban bencana alam /| sosial |
: Keselamatan Pelayanan terlaksana, tlerealisasi secara transparan dan |
| akuntabel i

14.  Evaluasi Kinerja Pelaksana ' Melakukan pengerahan awal setiap |
L L | penanganan warga bencana alam/ sosial.

KREFALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MUN,

. MUHAMMAD TANG, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640530 199103 1 005




LAMPIRAN I1T :

REPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN DI
LINGKUNCAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024,

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN PENYALURAN BANTUAN LOGISTIK
KORBAN BENCANA ALAM/SOSIAL

NO,

KOMPONEN i

Dasar Hukum

1
_— S e S

12.

URAIAN
Undang-Undang Republik Indenesia Nomor
24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana
Undang-Undang Republik Indonesia Nomaor
11 Tahun 2000 tentang Kesejahteraan
Sosial
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia |
Nomor 21  Tahun 2008  tentang |
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Peraturan Pemernintah Nomor 39 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Megara/Daerah
Peraturan Pemerntah Nomor 2 Tahun
2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana Dalam Keadaan Tertentu
Peraturan Menieri Sosial Nomor 1 Tahun
2013 tentang Bantuan Sosial bagi Korban
Bencana
Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun
2014 tentang Penggunaan Beras Reguler
dalam Penanggulangan Bencana

.Peraturan  Menteri Keuangan Nomor

111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara|
Pelaksanaan Pemindahan Barang Milik
Negara

. Peraturan Menternn Sosial Nomor 9 Tahun

2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal
Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di
Daerah Kabupaten /Kota

Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun
2019 tentang Prosedur dan Mekanisme
Penvaluran Cadangan Beras Pemernntah
untuk Penanggulangan Keadaan Darurat
Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca

Hencana




Pergyaratan Pelayanan

Siﬁﬁm. Mekanisme din
Prosedur

| 13. Peraturan Direktur Jenderal Per[ii]dungan

dan Jaminan Sosi1al Nomor
05/3/BS.01.02/01/2020 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Penvaluran Bantuan
Sosial Bagi Korban Ezncana

| Penyedia L.ayana.n menerima L.El]:ma I

| kejadiaan Bencana dan masyarakat, kepala |
desa, Tagana, TKSK, dan Pelopor Perdamaian
tentang kejadian bencana

1) Persediaan lng;ah]-: dengan mengajukan
permintaan logistik ke Dinas Sosial
Provinsi kepulauan Riau,

2) Mengambil persediaan logistik ke gudang
Provinsi,

3] Penyedia Layvanan menerima laporan
kejadian bencana dari masvarakat, kepala
desa, Tagana, TKSK, dan Pelopor
Perdamaian tentang kejadian bencana,

4| kepala Dinas memerintahkan Kepala
Bidang Jaminan dan Perlindungan Sosial
dan Petugas Logistik gudang menganalisis
kebutuhan barang perlindungan untuk
korban bencana berdasarkan data korban
bencana,

9] Petugas gudang logistik mempersiapkan
pengeluaran barang untuk bencana,

6) Kepala dinas memerintahkan petugas
mengambil barang dari gudang untuk
diserahkan kepada masyarakat korban
bencana,

7] Petugas gudang logistik menyerahkan
barang kepada petugas pendamping
disertai bukti penyerahan barang,

8| Petugas pendamping menvalurkan bantuan
logistik kepada korban bencana dan

Jangka Waktu Penyelesaian

 Biaya/ Tarif

v Henganallsm kﬂhutuhan ba.ra.ng'
perhindungan untuk korban bhencana dan
mempersiapkan pengeluaran barang dan
gudang logistik maksimal 1 hari '

v Menyalurkan bantuan kepada korban
bencana maksimal 2 hari

Produk Pelayvanan

Tidak ada biaya/tarif

| Pemberian bantuan logistik korban bencana

alam/ sosial

"

Sarana, Prasarana,
tan fatau Fasilitas

Kompetensi Pelaksana

. Meja dan kursi,
. komputer;

. Printer;

. Alat Komunikasi (Telpon fH /Fax,/Radio HT)
 ATK

. Rendaraan operasional (Mobil rescue)

. Dapur umum

. Shelter

G0 =] & in bl B e

11 Petugas yang memiliki  pengetahuan

peraturan  perundang-undangan tentang
bencana alam/sosial

2. Petugas yang memiliki  pengetahuan
peraturan perundang-undangan tentang
pengelolaan barang milik negara/daerah

3. Petugas vyang memiliki  pengetahuan

peraturan pl:rundmg-undangan tentang




T 4'I

3.
.

Petugas  yang  memiliki kemampuan
menganalisis kebutuhan barang
perlindungan untuk korban bencana
Memiliki kemampuan komunikasi vang baik
Petugas yang mampu mengoperasikan
komputer

1
2]

3

Atasan langsung

Rapat koordinasi petugas lapangan,
petugas gudang logistik, dan pegawai
Bidang Jaminan Perlindungan Sosial
Dilakukan sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawasan fungsional
oleh inspektorat, dan

Dilakukan secara berkelanjutan

A

Pengaduan, saran, dan masukan dapat
disumpaikan secara tertulis melalui surat
yang ditujukan kepada Dinas Sosial
Kabupaten Karimun

Menyampaikan pengaduan, saran, dan
masukan melalui :

d) Telepon/faksimile ; O777-7T360422

b] Email : dinsos_kab.karimun@vahoo.co.id
c] Kotak saran di Kantor Dinas Sosial

Kab_ Karimun

d] Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!

9. | Pengawasan Internal

10, Penanganan i‘-'én,ga&uan.
Saran dan Masukan

11. | Jumlah Pelaksana

12. | Jaminan Peldyanan

13. | Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

14. | Evaluasi Il.'.inerjh_ Pelaksana

Dilaksanakan minimal oleh 1 orang petugas
logistik dan 2(dua) orang petugas pendamping

[ 1.

1

2

Banruan logstik korban bencana
alam/sosial tersalurkan dengan cepat,
tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. |
Penvaluran bantuan logistik  korban
bencana sesuai prosedur dan dapat
dipertanggungjawabkan

Petugas vang menyalurkan bantuan telah
mendapatkan penugasan dari atasan
langsung

. Melakukan evaluasi kinerja pelaksana

secara rutin minimal 1{satu) kali dalam
l{zatu) tahun

Melakukan survei kepuasan pelayanan
kepada masvarakat untuk perbaikan dan
peningkatan kinerja pelayanan.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN,

-

DAs, MUHAMMAD TANC, MM,
Pembina Utama Muda
NIP. 19640530 199103 1 005



LAMPIRAN IV :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN DI
LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024,

STANDAR PELAYANAN
PENDAMPINGAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

NO), RUOMPOMNEN
1. | Dasar Hukum 1, UU Rl Nomor 4 Tahun 1979 Tentang|
Kescjahteraan Anak; :
2, U Kl Nomor 11 Tahun 2009 Tentang
kesejahteraan Sosial;
3 Ul Rl Nomor 25 Tshun 2009 Tentang
Pelavanan Publik;
4, UU RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak; {
o UL Rl MNomor 36 Tahun 2014 Tentang |
Perlindungan Anak; '
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988
Tentang Usaha Kescjahteraan Anak Bagl Anak
Yang Mempunvail Masalah;
7. Permensas Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Rehabilitasi  Sosial Anak  Yang
Berhadapan Dengan Hukum;
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990
Tentang Pengesahan Convention (On The Right
Of The Child (Konversi Tentang Hak-Hak Anak);
|9, Peraturan Mahkamah Agung (FEEMA) Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pelnksanann Diversi.
2. | Persyaralan Pelayvanan 1. Sural Mohon Pendampingan dan Polres/Polsek,
alau  Kejaksaan Negen untuk Kepala Dinas
Susial Kabupaten Karimun;
2, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun
menunjuk pegawai vang berkompeten untuk
! melakukan pendampingan;
3. Pepawai vang ditunjuk membuat Surat Tugas
pendampingan terhadap anak di Polres/Palsek,
Kejaksaan Negeri atan Pengadilan Negeri.
| 3. | Bistem, Mekanisme dan
| il ljmhﬂln“mhh
| Barhadapan Dangan ﬂ" Sairmt Tusgas
Bk, | BRH Pandasnning
| ﬂ
Pegawal Dinas Sostad
#an Prndamping
Laapgarass Samia| dimil g Soslal mElakuken
Fendamoira Sassl FPrendamnirens
Keterangan ;
. 1. Sumit Permohonin Pendampingan Anak
Berhadapan Dengan Hukum (ABH);
2. Surat Tugas Pendamping;
3. Pegawai Dinas Sosial dan Pendamping Sosinl
| melakukan Pendampmg;
I 4. Laporan Sosial dari Pendamping Sosial.




4. | Jangka Waktu Penvelesaian Wakiu yvang diperlukan lebih kurang 1 {satu) jam
5. | Biaya/Tanf Tidak ada biava/tarif
6. | Produk Pelayanan 1. Pendampingan terhadap Anak j.rﬂ.nﬂ ﬁc:ﬁu-d_upau i
dengan Hukum;
T - 2. Laporan Sosial dari Pendamping Sosial,
7. | Sarana, Prasarana, dan/atau | 1. Komputer / Laptop -
Fasilitas 2. Printer .
| 3. Meja dan Kursi
4. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Jaringan Internet
6. Handphone
______ . | 7. Alat Transportasi [Kendaraan Roda Dua/ Empat). |
B, | Kompetensi Pelaksana L. Pegawal yang memiliki pengetahuan  entang
pendampingan anak yang berhadapan ﬁtugnn!
hukum: f
2. Pegawai VANg mampu mengoperasikan |
komputer;
3 Pendamping Sosial yang memiliki pengetahuan
dan sertifiknsi Tenaga Kesejahteraan Sosial
[ Anak. __
9. | Pengawasan Internal L. Dilakukan secara berjenjang hingea ke tingkat |
pengawasan Kepala Dinas Sosial;
I ) 2. Dilakukan secara berkelanjulan. .
10. | Penangenan Pengaduan, Pengaduan, saran dan  masukan  dapart
| Saran dan Masukan disampaikan langsung ke Dinas Sosial Kabupaten |
Karimun.
11. | Jumlah Pelaksana Minimal 2 (dua) orang vang terdiri darl pegawai
[ dan pendamping sosial.

12. | Jaminan Pelayanan Pelayanan dan Pendampingan akan dilakukan
13. | Jaminan Keamanan dan Mcnjaga kode etik dan menjaga kerahasiaan
L. heselamatan Pelayvanan ientitas anak vang didampingi. —
14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana 1. Pelaksanaan evaluasi kinerga akan dilakukan

secara rutin dan minimal 1 (satu) kali dalam
setnhn;

2. Perlampingan dilakukan secara berkelanjutan
dari Polres/Polsek, Kejaksasan Negeri, dan
Pengadilan Negeri.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KA

'

CMUHAMMAD TANG, MM,
Pembina Utama Muda
NIP, 19640530 190103 1 005




LAMPIRAN V :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN Dl
LINGKUNGAN DINAS S0OSIAL
KABUFATEN KARIMUN TAHUN 2024,

STANDAR PELAYANAN
REKOMENDASI PERMOHONAN IZIN PENGANGHATAN ANAK

L.

NO. KOMPONEN LIRALAN
1. | Dasar Hukum .U Rl Nomor 4 Tahun 1979 Tenlang
Kesejahteraan Anak; '
 UU Kl Nomor 11 Tabhum 2009 Tentang
Kesejahteraan Sosial;
3. UU RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang
Pelavanan Publik;
4,00 Rl MNomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak:
5. Peraturan Pemermtah Nomor 54 Tahun 2007
Tentang Pelaksanaan Penganglkatan Analk;

6. Permensos Nomor 110 Tahun 2009 Tentang |

el ¢ Persvaralan Pengangkatoan Anak,

2. | Persyaratan Pelayanan | 1. Calon Orang Tua Angkat (COTA| mengajukan |
Permohonan  Pengangkatan Anak ke Dinas
Sosial Kabupaten Karimun dengan
melampirkan berkas administrasi;

2. Burat penyverahan Calon Anak Angkat [(CAA]
dan vrang tus kandung kepada COTA;

3. Surat kesehatan COTA dari Rumah Sakit
Femerintah;

4. Surat keterangan reproduksi: COTA dan rumah
sakil pemerintah;

5. Bural keterangan kesehatan jiwa COTA dari
dokter spesialls  jiwa dan  rumah  sakat
pemerintah;

6. Surat keterangan catatan kepolisian [SKCk)
COTA;

Y. Fotcopy sural lahir dan akie kelahiran CAA;

8. Fotocopy akte kelahiran COTA (minimal umur
A0 tahun dan maksimal 35 tahun);

4. Fowocopy KK dan ETP COTA;

10. Fotocopy KK dan KTP orang tua kandung CAA;

| 11. Forwscopy KTP saksi [minimal 2 orang),

12. Fotocopy surat nikah COTA (berstatus nikah |
mimimal 5 tahun, belum mempunyai anak atau
hanya memiliki 1 anak);

13. Fotocopy surat keterangan atan akite kematian
salah satu COTA (jika salah satu meninggal |
dunin);

14, Surat pernvataan tidak alkan menikah selama
menjalani proses pengangkatan anak (untuk
orang tun tunggall;

15. Surat keterangan slip gaji COTA {amprah gaji
untuk PNS, slip gaji untuk swasta, atau surat

' keterangan mampl ekonomi dari lurnh);

i 6. Surat pernvataan memperoleh persetujuan

anak, bagi anak yang telah mampu
menvampaikan pendapatnva;

Surat motivasi COTA bermaterai menyatakan
bahwa pengangkatan anak demi kepentingan |
terbaik bag anak dan perlindungan anak;




| 18. Surat pernvataan COTA  bermaterai akan |
memperlakukan anak  angkal dan  anak
kandung tanpa diskriminasi scsual dengan
hak-hak dan kebutuhan anak;

19. Surat pemvataan COTA  bermaterai  akan

| memberikan  asuransi  kesehatan  dan
pendidikan;

20, Surat pernvataan COTA bermateral akan
memberitahukan asal usul CAA dan omang

3. | Sistem, Mekanisme dan
Prosedur

4. | Jangka Waktu Penvelesaian

Pemahan margajchan Pumeriksaan
Pengangkatan &nak Admirdzirast

—

Bslaksanahan
| =

Rewamendas [/ Surat

Pergantas ke Dinas
Sosial Prowins] Keprl

Keterangan:

1. Permohonan mengajukan Permohonan
Pengangkatan Anak;

2, Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Administrasi;

3. Melaksanakan Home Visit;

4. Laporan Sosial dari Pendamping Sosial;

5. Rekomendasi amu Surat Pengantar ke Dinas
Sosial Provinsi Kepri.

l.Untuk  pemeriksaan  kelenghapan  berkas
administrasi selama lebih kurang 15 Menit;
| 2.Petugas melakukan home  wisit  dengan
melakukan wawancara dalam waktu 30 Menit-1
Jam;
| 3. Pendamping Sosial membuat Laporan Sosial;
4. Mempersiapkan konsep rekomendasi atau surat
| penganiar ke Dinas Sosial Propinsi;
5. Penvelesaian administrasi dilaksanakan lebih
kurang selama 7 (tujuh) hari.

Biaya/ Tarif

Tidak ada biava / tarif

oo

Produk Pelavanan

1. Laporan Sosial dar Pendamping Sosial;
2. Bural Permohonan Hekomendasi Pengangkatan
Anak ke Dinas Sosial Propinsi

7. | Sarana, Prasarana, dan/atau
Fasilitas

. Komputer / Laptop

. Printer

. Mejan dan Kursi

 Alat Tulis Kantor (ATR)

. Jaringan Internet

. Handphone

. Alat Transportasi (Kendarann Foda DuafEmpat)

B. | Kompetensi Pelaksana

N e T RO R

Pegawai vang memiliki pengetahuan  tentang

pengangkatan anak;

3. Pegawal VHIE [ILA LU mengoperasikan
komputer;

| 6. Pendamping Sosial vang memiliki pengetahuan

| tentang Pengangkatan Anak.




Q. Flmg_ﬂ.maan Internal

1. Dilnkukan secara berjenjang hingga ke tinghkat
pengawasan kepala Dinas Sosial;
2, Dilakukan secara berkelanjutan,

10 Penanganan Pengaduan,
Saran dan Masukan

Pengaduan, samn dan  masukan  dapat
disampaikan langsung ke Dinas Sosial Kabupaten
Karimun. _

1. | Jumlah Pelaksana

Minimal 2 [dua) orang yvang terdiri dan pegawai
dan pendamping sosial.

12. | Jaminan Pefaynnan

13, | Jaminan Keamanan dan
| Keselamatan Pelavanan

14, | Evaluasi Kinerja Pelaksana

L.Jika ferdapal kekurangan berkas administrasi
akan segern  diinformasikan  kepada yang
mengajukan permohonan;

2. Pelayanan  dilakukan dengan  segera  dan
maksimal.

| 3. Pelaksanaan evaluasi kinerja akan dilnkukunt

I. Berkas administrasi dan data vang diajukan
akan dijaga keamanannyva;

2. Pelavanan Home Visit akan dilakukan setelah
mendapatkan penugasan dari atasan langsung.

secara rutin dan minimal 1 (satu) kali dalam
setahun;

4. Setelah mengajukan permobonan rekomendasi
ke Dinas Sosial Propinsi, akan dilakukan
pemantauan  terhadap  pelayanan berkas

_pengajuan yang diajukan.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KABIMUN,

g, MUHAMMAD TANCG, M._M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640530 1991032 1 005




LAMBPIRAN V] :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KRABUPATEN KARIMLUN

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN DI
LINGKUNGAN DINAS SO8IAL
KRABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024

STANDAR PELAYANAN
PENDAMPINGAN DAN PENANGANAN RUJUKAN SERTA PEMULANGAN
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)

M. | KOMPONEN LIEALAMN

1. | Dasar Hukum 1. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial:
2, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

. Peraturan Pemerintah Nomaor 39 wahun 2012

tentang Penyvelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

4. Peraturan Daerah KabupatenKarimunMNomor 7
Tahun 2016 tentang
PembentukandanSusunanPerangkat Daerah;

2. PeraturanBupatikKarimunNomor 36 Tahun 2016
tentangSusunanOrganisasidanUraianTugasDinas
Daerah
sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan BupatiKar
imunMomaor 59 Tahun 2019
tentangPerubahanKeduaAtasPeraturanBupatiKarim
unNomor 36 Tahun 2016
TentangSusunanOrganisas danUrmmianTugasDinas

L

_ Daerah
2 Persyaratan 1. Membawa Permohonan dari Camat/Lurah
Pelayanan 2. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga (KK)

3. Membawa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk [KTP)
4. Melampirkan Foto Khen sebadan

3. | Sistem, Mekanisme

| = L3 L= 3 LR
dan Prosedur ALUR FEMNANGANAN ORANG DENGAN
GAMNGGLUAN JIWA [ODGY)

4. I“'hngk:-l"r'l.f.idklu | Diperlukan waktu maksimal 5 hari kerja untuk
Penyelesaian menvelesaikan semua administrasi yang diperiukan
pasien ODGJ untuk mendapatkan perawatan sesuai
prosedur




5. | Biaya/Tarif | Tidak dipungut Biaya/Taril . ]
6. | ProdukPelayanan I. Surat Rekomendasi Rujukan Penanganan Orang |
Dengan Gangguan Jiwa,
2. Surat Rekomendasi Pemulangan /Penjemputan
: ) pasien ODG.J,
Y. | Barana, Prazarana, 1. Berita Acara, Form Assasment, Form Rujukan dan
dan /atauFasilitas data pendukung lainnyva
2. Lemari Filling Kabinet
3. Komputer /Laptop, Printer
| = | 4. Alat tulis kantor
8. | Kompetensi l. Memiliki pengetahuan dan pemahaman atas |
| Pelaksana penanganan dan permasalahan Orang Dengan
Gangguan Jiwa (ODGJ)
2. Cekatan, ramah dan berpenampilan rapi
3. Mempunyai kemampuan verbal yang baik
1. Mempunyai kemampuan memgoperasikan computer
5 Mempunyai kemampuan berkoordinasi dengan
_lintas sector dan masyarakat

9. | Pengawasan Internal 1. Kasi Rehabilitasi Sosial Penvandang Disabilitas
dan Tuna Sesial,

2. kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

3. Kepala Dinas Sosial

10, | PenangananPengadua 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat
n, Saran dan disampaikan secara langsung maupoun tertulis
Masukan , melalui surat yang ditujukan kepada Dinas
Sosial Kabupaten Karimun vang beralamat
Komplek Perkantoran Bupati Karimun, Gedung
Bukit Gading Lt. I1 JI. Jenderal Sudirman-Poros
Tanjung Balai Karimun.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan
langsung melalui e-mail:
dinsos kab.Karmun@Qvahoo.co.id dan aplikas:
el ___android /iOS: SP4N-LAPOR!.
11. | JumlahPelaksana | Maksimal 5 Orang
12, | JaminanPelayanan Pelayanan dilaksanakan sesui dengan Standar
Operasional Prosedur dan norma waktu vang telah

L ditetapkan. ]
13,  Jaminan | Penvelenggaraan penanganan orang dengan gangguan

Keamanandan jiwa sesuai standar pelayvan kesehatan

Keselamatan

PEIa:‘I?Ejln:rl- ! — -—— ——ua —_— - e —
14, | Evaluasi Kinerja  Laporan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan dilaporkan i

Pelaksana kepada Kepala Dinas Sosial terkait Pendampingan dan

| Penanganan Rujukan serta Pemulangan Orang Dengan
_ Gangguan Jiwa (ODGJ).

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MUN,
o

P

. MUHAMMAD TANG. M.M,
Pembina Utama Muda
NIP. 19640530 199103 1 005




LAMPIRAN VII :

REPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN DI
LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024,

STANDAR PELAYANAN
FEMULANGAN ORANG TERLANTAR

NO, KOMPONEN URAIAN

. | Dasar Hulcum 1. Undang-undang Rl Nomor 11 Tahun 2009 tentang |
kesejahteraan Sosial;
2. Undang-undang Nomor & Tahun 2016 tentang
Penvandang Disahilitas:
3, Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; :
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 |
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

. Peraturan Bupati Karimun Nemor 36 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas
Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan

. Peraturan Bupati Karimun Nomor 59 Tahun 2019

. tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati

kanmun Nomeor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan |

SO F—_— Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah. i

2. | Persyaratan Pelayanan | 1. Surat Permohonan dari
Kecamatan/Kelurahan/ Desa atau Kepolisian vang
menerangkan tentang adanya orang terlantar.

4. Dmas Sosial melakukan peninjauan  dan
pemenksaan yvang bersangkutan (Orang Terlantar) |

J. Apabila kondisi orang terlantar tersebut
schat/sadar maka dibuatkan surat pengantar |
atau rekomendasi untuk disampaikan ke Dinas |
Sosial daerah asal dan memberikan permakanan |
selama dalam shelter atau rumah singgah

4. Apabila orang terlantar kurang sehat/sakit maka
dirujuk ke Puskesmas atau Rumah Sakit,

3, Orang Terlantar dengan dilengkapi surat
pengantar/rekomendasi dipulangkan ke daerah
asal melalui Dinas Sosial daerah asal vang |
bersangkutan.

un

3.  Sistem, Mekanisme dan
Prosedur ALUR PENARMNGANAN ORANG TERLANTAR
b t t
l_E.,,-.h-:r.,..l,'-l o r*
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4. | Jangka Waktu 1. Diperlukan waktu lebih kurang 3 hari kerja
Penyelesaian apabila orang terlantar berasal dari wilavah
Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau,

2. Apabila orang terlantar berasal dari luar Daerah

Kabupaten Karimun akan diperlukan waktu lebih

| lama untuk menunggu jadwal kapal (Diluar
Provinsi kepulauan Riau, dan Provinsi Riau) dan
orang terlantar akan di tampung sementara di
shelter atau rumah singgah.

3. Apabila kondisi orang terlantar sakit/kurang

| sehat maka akan dirujuk untuk mendapatkan
| . layanan kesehatan.
4. Pemulangan orang terlantar sakit ke Daerah Asal
' menyesuaikan kondisi kesehatan vang
| — Dbersangkutan.
2. Biaya/Tarif | Tidak dipungut Biaya/ Tarif ]
6. | ProdukPelayanan | Sural Pengantar/ Rekomendasi untuk Pemulangan
A — |OmangTeerlantar ==~ =~ =~ =~ = |
7., | Sarana, Prasarana, 1. Berita Acara, Form Assasment, Form Rujukan dan
dan/atauFasilitas data pendukung lainnyva
2. Lemari Filling Kabinet
3. Komputer [Laptop, Printer
b : 4. Alat tulis kantor _
8. | Kompetensi Pelaksana | 1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman atas
penanganan dan permasalahan Orang Terlantar)
| 2. Cekatan, ramah dan berpenampilan rapi
3. Mempunyai kemampuan verbal yang baik
4. Mempunyai kemampuan memgoperasikan
: komputer
2. Mempunyali kemampuan berkoordinasi dengan
S lintas sector dan masyarakat .
9. | Pengawasan Internal 1. Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
dan Tuna Sosial.
2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
B i B | 3. Kepala Dinas Sosial i

10, | PenangananPengaduan, | 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat |

Saran dan Masukan |  disampaikan secara tangsung maupun tertulis

, kepada Dinas Sosial Kabupaten Karimun yang

beralamat  Komplek  Perkantoran  Bupati

Karimun, OGedung Bukit Gading Lt. 1 JL

Jenderal Sudirman-FPoros Tanjung  Bala:

' Karimun.

2. Menyvampaikan pengaduan, saran, dan masukan
langsung melalui e-mail:
dinsos_kab Karimun@yahoo.coid dan aplikasi

= android/iOS: SP4N-LAPOR!.

11, | JumlahPelaksana  Maksimal 5 Orang

12, | JaminanPelayanan | Pelavanan dilaksanakan sesui dengan Standar
! Operasional Prosedur dan norma waktu vang telah
I ditetapkan dan dalam kualitas proses layanan yang
i didukung oleh petugas vang berkompeten dalam
| bidang tugasnya dengan perilaku vang baik dan
L . sopan. N ST "
' 13, | Jaminan Keamanandan | 1. Penyelenggaraan penanganan orang terlantar
' Keselamatan Pelayanan dibereikan oleh petugas dengan layanan yang
' baik, ramah cepat, tepat dan sopan,
| 2. Produk pelayanan vang dip roses secara manual
' dan elektronik dijamin keabsahannva sesuai
' dengan peraturan perundang-undangan.
I | 3. Terjaminya kerahasiaan data.




14, i_E"’H-]”H-’-"i I""ﬂil:'l'-ﬂf]lik - Laporan Evaluasi l'-{tnﬂﬂl-a_?’elaksanaan dilaporkan
. Pelaksana kepada Kepala Dinas Sosial terkait Penanganan
| | Pemulangan Orang Terlantar

KEPALA DINAS 30OSIAL
KABUPATEN KARIMUN,

: HAMMAD TAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19640530 199103 1 005



LAMPIRAN VIII :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN DI
LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024,

STANDAR PELAYANAN

PENGUMPULAN UANG DAN BARANG

URAIAN

NO, KOMPONEN
1.  Dasar Hukum
2. | Perayaratan Pelavanan

e

9.

1

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2021 tentang Pengumpulan Uang atau Barang

. Kartu tanda penduduk direktur/ketua;

Surat tanda daltar Organisasi Kemasvarakatan dari |
Rementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia; '
Sural keterangan domisili atau nomor induk berusaha |
Bukii setor pajak bumi dan bangunan/surat sews
tempat

NPWP

Namor rekening atau wadah/tempat penampung hasil
penyvelenggaraan PUR:

Surat pernyataan keabsahan dokumen legalitas yang
ditandatangani direktur/ ke tua

Sural pernyataan bermeteral cukup yang menyatakan
PUB tidak disalurkan untuk kegiatan madikalisme,
lerorisme, dan kegiatan vang bertentangan denparn |
hukum;

Tanda daftar Lembaga Kescjahteraan Sosial b
Lembaga Kesejahteraan Sosial: dan
). Rekomendasi dari pejabit yang berwenang,

| Sistem, Mekanisme dan
Prosedur

1.
2.

3.
4.
3.
0.
T.
8

9.

10, Memaraf koordinasi surat Rekomendasi

S

3, [Ja ngka Wakiu
| Penyelesaian

11. Memverilikasi dan menandatangani surat

12, Menginformasikan ke pemohon izin vang sudah jadi

Pengajuan berkas permohonan dan proposal
Meneliti Kelengkapan berkas fe meregister
permohonan

Menyerahkan tanda terima sebapai bukti .
kelenghkapan berkas

Memvenilikasi dan memvalidasi permohonan

proposal

Memverifikasi permohonan, serta permohonan
Rekomendasi Dinas Sosial

Fekomendasi Dinas Sosial

Mengentry data serta mencetak konsep rekomendasi
Mengoreksi Rekomendasi Pengumpulan Uang atau
Barang

Memverifikasi permohonan, mengoreksi

Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang

rekomendas

13, Menverahkan surat Rekomendasi

M

14. Mendokumentasikan berkas permohonan dan |

komendasi.

- e - —— 4

aksimal Pelayanan 7 hari kerja

Biava /Tarf

Tidak ada biaya / tarif

Produk Pelayanan

3.
6.
T

Sarana, Prasarana,
dan/amu Fasilitas

| Sumt Rekomendasi

e

Komputer / Laptop
Printer

Jaringan Internet
ATK

Ekspedisi




6. Nota Dinas dan Lembar Lisposisi
7. Alat Komunikasi (Telpom /11P/ Fax)
8. Buku Kerja

Peraturan Perundang-undangan

L. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

3. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelavanan dan

CH | Kompetensi Pelaksana
2. Memiliki kemampuan pengolah data sederhana
prinsip pelavanan
4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme
| pengumpulan vang atau barang ;
9. | Pengawasan Internal

| Dilakukan oleh atasan langsung, Kepala Bidang dan

Kepala Dinas Sosial,

Penanganan ﬁ:n,g&duan,
Saran dan Masukan

Jumlah Pelaksana

Pengaduan, saran dan masukan dapal disampaikan
secaty lisan dan teriulis.

Maksimal 2 orang

. | Jaminan Keamanan dan

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar
Operasional Prosedur dan Norma waktu vang telah
ditetapkan.

Keselamatan Pelavanan

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Surat keterangan /izin yvang dikeluarkan sesuai dengan
keletapan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia,

L. Evaluasi laporan perkegiatan; dan
2.  Evaluasi laporan berkala 1 tihun sekali,

KEFALA DINAS SOSIAL
RABUPATEN _KA

Defs. MUHAMMAD TANG, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19640530 199103 1 005



LAMPIRAN IX :

KREPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN DI
LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024,

STANDAR PELAYANAN
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR LKS/ORSOS

."4!?":'?‘ :'*l

NO. KOMPONEN LIRAIAN
1. | Dasar Hukum Peraturan Menteri Sosial Rl Nomor 184 Tahun 2021
i Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial
2. | Persyaratan Pelayanan 1. Surat Permchonan =
2. Fotokopi KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara
3. Akta Pendirian dari Notaris yang telah disahkan
oleh Kementerian Hukum dan HAM
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
5. Struktur Organisasi dan personalia
kepengurusan
fr. Kererangan Domisili Sekretariat
7. NPFWP atas nama Lembaga
B. Rekening Bank Atas Nama Lembaga
9. Program Pelayanan di Bidang Penvelenggaraan
Kesejahteraan Sosial
10. Rekapitulasi Data Jenis dan Jumlah Klien
fwarga Binaan
ol ) 11. Relapitulasi Data Staff Pelaksana Lembaga
3. | Sistem, Mekanisme dan 1. Pengajuan berkas permahunun secara tertulis
Prosedur 2. Meneliti Kelengkapan berkas & meregister
i permohonan
3. Menyerahkan tanda terima
4. Memverifikasi dan memvalidasi permohonan
2. Mengentry data serta mencetak konsep Surat
Keterangan Terdaftar LKS/ Orsos
B. Mengoreksi Surat Keterangan Terdaftar LKS/
Ursos
7. Memverifikasi permohonan, mengoreksi konsep
SKT LKS/ Orsos
8. Memparaf koordinasi SKT LKS/ Orsos
9. Memverifikasi dan menandatangani surat
keputusan/1zin
10. Menginformasikan ke pemohon SKT LKS/
Orsos sudah selesai
11. Menyerahkan SKT LKS/ Orsos
12. Mendokumentasikan berkas SKT LKS/ Orsos

Jangka Waklu Penyelesajan Mal:mmal Pelavanan 7 hari kerja

Biaya Tg..r_lf
Produlk Pelayanan

| Tidak ada biaya/tarif
Surat Keterangan Terdaftar LKS /Orsos

Sarana, P*r‘a.sara.na.,
dan/atau Fasilitas

oo Bl il

Komputer / I_.';-i_Ftup

Printer

Jaringan Intermnet

ATK

Ekspedisi

Nota Dinas dan Lembar Disposiai
Alat Komunikasi (Telpom/HF/Fax)
Buku Kerja

Peraturan Perundang-undangan




-'l'fnmp-&ten si Pelalksana

W

Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
Mermililka kemampuan pengolah data sederhana
Memahami tujuan pelavanan, sikap pelavanan
dan prinsip pelayanan
4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme SKT
LKS/ORS0S

Pengawasan Internal

10.

Penanganan Pengaduan,
Saran dan Masukan

11.

Jumlah Pelaksana

Repala Dinas Sosial,

Dilakukan oleh atasan langsung, Kepala Bidang dan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampailan
secara lisan dan tertulis,
Makmmal 2 orang

—

12, 1 Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar
OUperasional Prosedur dan Norma waktu vang telah
ditetapkan.

13.. |

Jamman Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

14.

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Surat Keterangan Terdaftar vang dikeluarkan sesuai
dengan ketetapan Peraturan Menteri Sosial

1. Evaluasi laporan perkegiatan; dan

2. Evaluasi laporan berkala 1 tahun sekali.

KEPALA DINAS 3S0SIAL
KABUPATEN

- MUHAMMAD TANG, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640530 199103 1 005




Lt} -.Fengawﬂnan Internal

10, | Penanganan Pengaduan,
ﬁ-l-ll’ﬂ_l'llr'l'.lﬂn Mazukan

Dilakukan oleh alasan langsung, l'El:'P-EIlE _EIIiEI.I.'IE dlan =

| Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan
| secara lisan dan tertulis.

11.

=it S

Jumlah Pelaksana

| Maksimal 2 orang

12. | Jaminan Pelayanan

13. | Jaminan Keamanan l.:ln.n
Keselamatan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar
Operasional Prosedur dan Normma waktu vang telah
ditetapkan,

Surat Keterangan Terdaftar veng dikeluarkan sesuai
dengan ketetapan Peraturan Menteri Sosial Republik
Il ore s,

14, | Evaluasi Kinera Pelaksana

1. Evaluasi laporan perkegiatan; dan
2. Evaluasi laporan berkala 1 tahun selali

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATE

Pembina Utama Muda
NIP. 19640530 199103 1 005



LAMPIRAN X :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUFPATEN KARIMUN

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN DI
LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024.

STANDAR PELAYANAN

NC), KOMPONEN

URAIAN

1. | Dasar Hukum

2. | Persvaratan Pelayanan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah

1.
%

Mengisi Formulir Permohonan

Folokopi KTP

Rekomendasi Gubernur melalni Dinas Sosial Provinst
Kepulauan Riau

Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan atau keputusan
SIUP/ Susunan Kepanitiaan

Rencana Kegiatan vang terinci

Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen

3. | Sistem, Mekanisme dan
[ Prosedur

J gngk:i Wakiu Penvelesaian

T

e

10,
k.

13.
14.

Makmm:al Pelavanan 7 hari kerja

2.

Pengajuan berkas pcrmnhunan dan persvaratan
Undian Gratis Berhadiah

Meneliti Kelengkapan berkas & meregister
permohonan UGE

Menyerahkan tanda terima sebagai bukti
kelengkapan berkas

Memverifikasi dan memvalidasi permohonan UGH
Memverifikasi permohonan, serta permohonan
Rekomendasi Dinas Sosial

Rekomendasi Dinas Sosial

Mengentry data serta mencetak konsep rekomendasi
LGH

Mengoreksi rekomendasi Penyvelenggaraan undian
Crratis Berhadiah

Memvyverifikasi permohonan, mengoreksi konsep
rekomendasi Penyelenggaraan undian Gratis
Berhadiah

Memaral koordinast surat rekomendasi
Memverifikasi dan menandatangani surat
rekomendasi

Menginformasikan ke pemohon rekomendasi vang
sudah jadi

Menverahkan surat rekomendasi
Mendokumentasikan berkas rekomendasi

Biaya/Tanf
Produk Pelayanan

:49*5“.#|

Sarana, Prasarana,
danfatau Fasilitas

8. | Kompelensi Pelaksana

Tidak ada biaya/tan{

bur&t I'I:'I:'I:I'.I']:Il-I:I'I.dE.BI -

-

o

W S NS R

Komputer / Laptop

Printer

Jaringan Infernet

ATK

Ekspedisi

Noti Dinas dan Lembar Disposisi

Alat Komunikasi (Telpom/HP/ Fax)

Huku Kerja

Peraturan Perundang-undangan

Memiliki kemampuan berkomunikasi vang baik
Memiliki kemampuan pengolah data sederhana
Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan
prinsip pelavanan

Memiliki pemzhaman lentang mekanisme

penyelenggaraan UGH |

|




LAMPIRAN X] :

REPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN D]
LINGKUNCAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024,

STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

URAIAN

2

ol

-

Sistemn, Mekanisme dan
Frosedur

 Jangka Waktu Penyelesaian
‘Biaya/Tarif

2. Permensos Nomor 3 Tahun 2021 Tentang

Unda.ngﬂndana Nomor 13 Tahun 2011 Tentang

NO. KOMPONEN [
1. | Dasar Hukum L,
Penanganan Fakir Miskin.
2. | Persyaratan Pelayanan

Pengguna layanan membawa dokumen / identitas :

1.

2.

Maksimal 60 menit

Tidak ada biaya/ tarif

Produk Pelayanan

. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen

- Petugas melakukan pengecekan data DTKS di

. Petugas memberikan penjelasan terkait DTKS

- Petugas membuat surat keterangan terdaftar di

.Surat DTKS vang telah diparaf hierarki

.Surat DTKS vang telah ditandatangani diberikan

Surat terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS) yang ditandatangani oleh Kepala
Dinas Sosial,

Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

kartu Keluarga (KK)

Kartu Tanda Penduduk (KTP| -
Petugas menerima pemohion  vang mengurus
Surat  Keterangan terdaftar Data Terpadu
hesejahteraan Sosial (DTKS) serta melakukan |
WaWaANCara.

administratif dari pemohon.

aplikasi SIKS-NG berdasarkan data di KTP/KK
pemohon.

Kepada Pemohon, dengan ketentuan :

a. Jika pemohon belum terdaftar di DTKS, maka
diarahkan untuk melakukan usulan DTKS
dari tingkat desa/kelurahan.

b..Jika sudah terdaftar didalam DTKS, Petugas
akan membuatkan surat keterangan terdaftar
DTKS vang dimaksud Pemohon.

DTKS sesuai data yang telah diberikan oleh
pemohon dan dicetak sebanyak 2 lembar.

.Surat DTKS vang telah dibuat, diajukan untuk

mendapatkan pengesahan secara berjenjang
melalui paraf hierarki, yaitu mulai dari kasi PFM,
Kabid DASPFM dan Sekretaris Dinas.

kemudian diajukan kepada Kepala Dinas Sosial
untuk mendapat persetujuan dan ditandatangani
dengan melampirkan dokumen persyaratan.

cap dinas dan diberikan kepada pemohonn
schanvak 1 lembar dan disimpan menjadi arsip
dinas sosial sebanyak 1 lembar.




7. | Sarana, Prasarana, 1. Komputer/laptop '
dan/atau Fasilitas 2. Printer
A 3. Jaringan Internet
8, | Kompetensi Pelaksana 1. Pendidikan minimal sarjana
2. Memiliki kemampuan berkomunikasi vang baik
3. Memihki kemampuan pengolah data sederhana
4. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan
dan prinsip pelayvanan
5. Memilikn  pemahaman tentang mekanisme
layanana Data Terpadu Kescjahteraan Sosial |
(DTKS)
=i _ | 6. Mampu mengoperasikan perangkat komputer
9 | Pengawasan Internal Dilakukan ocleh atasan langsung, Kepala Bidang
Pemberdayaan Sosial dan  Penanganan Fakir
. - Miskin, dan Kepala Dinas Sosial.
10. | Penanganan Pengaduan, Pengaduan, saran, dan masukan  dapat
Saran dan Masukan disampaikan secara tertulis melalui surat yang
ditujukan kepada Dinas Sosial Kabupaten
Karimun.
Komplek Perkantoran Bupad RKarimun, Gedung
Bukit Gading Lt. 1l Jalan Jenderal Sudirman -
1 Poros.,
11, | Jumlah Pelaksana Maksimal 2 (dua) orang
12.  Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar
Cperasional Prosedur dan norma waktu vang telah
-l |ditetapkan. —
13. | Jaminan Keamanan dan Surat vang diberikan adalah hasil pengunduhan
| Keselamatan Pelavanan pada aplikasi SIKS-NG online
14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | 1. Evaluasi laporan perkegiatan; dan

| 2. Evaluasi laporan berkala 1 [satu)] tahun sekali. |

KEPALA DINAS S0OSIAL

KABUPATEN /wmun.

CAMUHAMMAD TANG, MM,
Pembina Utama Muda
NIP. 19640530 199103 1 005




LAMPIRAN XII :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN DI
LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024,

STANDAR PELAYANAN

SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU (SLRT|) UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN

DAN ORANG TIDAK MAMPU

NG, KOMPONEN

URAIAN

1. | Dasar Hukum

2. .P‘EI'Sjr-E!T'I;IE-'IH Pelayanan

Peraturan  Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 |
Tabun 2018 tentang Sistem Lavanan Rujukan Trrfmdul
Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak

|. Fotokopi KTP pq:lﬂ._p-ur

3. | Sistem, Mekanisme dan
Prosedur

4. |Jangka Waktu
 Penyelesaian
| 2. | Biaya/Tarif

6. | Produk Pelaranan

7. | Sarnna, Prasarana,
dan/atau Fasilitas

| Tidak ada biaya/tarif

program terkait (OPD)

1. Menerima keluhan warga terkait layanan sosial di
dacrah dan melakukan regisirasi laporan yang
diterima

£, Menginformasi tentang program perlindungan sosial

dan penanggulangan kemiskinan baik dari

pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota

Memeriksa ajmkah warga vang melapor ada terdafiar

atau tidak dalam DTKS

- Melakukan penanganan keluhan warga vang dapat

ditangani di Sekretariat SLRET

Memberi rujukan keluhan warga yang tidak dapat

ditangani di Sckretarial SLET kepada pengelola

program terkait (OFD)

6. Rekomerdasi Dinas Sosial

&

] ]

7. Mengentry data penyelesaian sebagai arsip.

Maksimal Pelayanan 1 hari kerja :

Rekomendasi atas rujukan keluhan warga vang tidak
dapat ditangani di Sekretariat SLRET kepada pengelola

1. Kemputer / Lapiop

2. Printer

S, Jaringan Intermet

4, ATK

2. Ekspedisi

6. Nota Dinas dan Lembar Disposisi
7. Alal Komunikasi [(Telpom / HP Fax)
H. Buku Kerja

0. Peraturan Perundang-undangan

B | Kompetensi Pelaksana

| 9,  Pengawasan Internal
i-_m. H'I'I.FL:I'IEI;l.mﬂ Pengaduan,
Saran dan Masukan

3. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan

Dilakukan oleh atasan langsung, Kepala Bidang dan

1. Memiliki kemampuan berboomunilaasi ;rﬁng. ik
2. Memiliki kemampuan pengolah data sederhana

prinsip polayaian
<. Memiliki pemahaman tentang mekanisme Sistem
Layvanan Rujukan Terpadu (SLET) untuk penanganan
_lakir miskin dan orang tidak mampu, _
Kepala Ninas Sosial.

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan
secara haan dan terfulia.

11.  Jumlah Pelaksana

12, | Jaminan Pelayanan

| Maksimal 4 orang

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar
Operasional Prosedur dan Norma waktu yang telah
ditetnplan,




13.

Jaminan Keamanan dan | Rekomendasi yang dikeluarkan sesuai dengan ketetapan

Keselamatan Pelayanan

14.

= e P

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

| L. Evaluasi laporan perkegiatan; dan
| 2. Evaluasi laporan berkala 1 tahun sekali.

KREPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARINMUN

Fen:;hinn Utama Muda
NIP. 19640530 199103 1 005



